
. 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 

7. Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Suman 
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1: lf.I}~R~ndang-Nb~1~@(')a1wn 2003 tentang sistem 
Pend_idiklfl~ilfill·;:'l~ - ' 

2. Undang-Ondang""Rep{1blik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Pra Sekolah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Ttahun 1992 tentang Peran 
Serta Masyarakat dalam Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintab antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Propinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013Perubahan atas 

... 
a. . bjlhwa p~'tl~Jtlikan'b-agl,~" ~a~ vsi~ di i diselenggarakan untuk 

me~a1itu · ·· melet~-.;-.1 d.asfij' · engembangan sikap, 
pe~~tah}l~~~~t~r~~~an.drya ipta bagi anak usia dini 
sebelW11~emnf1,d<\f~~M~d1sar; 

f, Q, . ~aj~~g~~~~ ~, Ti 1 Verifil~asi telah 
1 ,~,~$Qi-r. -·~'. · .. f tersebut diatas layak 

memperoleh izm Operas onal; 2 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan ;,ebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b perlu m9net¥kan Keputusan Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten Beka~f teJljang Izin Operasional 

//· · .. ,""· Kelornpok Bermain (KB) l\,ALIL~.... • • .,,.. 
...,.. 

., 

f 
KEPA~A DlNAs.i.iJi~·l&B(.Mi~UPATEN BtKASI 

l 

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
" l(E:bOMFOK-BEiRMAIN•(Iffi)"KAbI&A l' 

TENT ANG 

Nomor : 422 / 265 I SK - P AUD I Disdik I 2015 

KEPUTUSAN KEP ALA DINAS PENDIDil(AN 
KABUP ATEN BEKASI 

Komplek Perkantoran Pemerlntahan Kabupaten Bekasl 
Oesa Sukamahl. Kee. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximlle. (021) 89970352 • Bekasi 

http://www.kab-bekasl.go.ld_emall : dlsdikabekasi@gmall.com 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 
DINAS PENDIDIKAN 

Mengingat 

Menimbang 

.. .. 



KB KALILA 
Kp, Legok Nyenang Rt.002/001 
Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah 
Kabupaten Bekasi 

Nama Lembaga 
Alamat Lembaga 

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain : 

Kp. Legok Nyenang Rt.002/00 I 
Ds. Ridogalih Kee. Cibarusah 
Kabupaten Bekasi 

Yayasan Kalila Hasna Kamila 

Alamat Yayasan 

Narna Yayasan 

Mernberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada: Perla ma 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

: 06 J anuari 2016 
: AHU-0000453.AH.Ol .04.Tahun 20 I 6 

Tanggal 

Tanggal : 05 Januari 2016 
Teruang pendirian Yayasan Kalila Hasna Kamila 

3. SK Menteri Huk\1111 dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
Nornor 

Novitawati Yudhianingsih, SH 
05 

.., Akta Notaris 
~omor 

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 
421. I 01 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 
tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan 
Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah 
yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD); 

Memperhati kan 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini; 

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nornor l 29a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. 

•' 



l , 

I 

Tembusan : 
I. Bupati Bekasi; 
2. Kepala Unit Pelaksana Teknjs Dinas (UPTD) 

PAUD/SD Kecamatan Cibarusah ; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan 
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 
akan diadakan perbaikan seperlunya. 

KEEMPAT 

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Kelompok 
Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok 
dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. 

KETIGA 

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku 
sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang 
(Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran. 

KEDUA 
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